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Lampiran Dokumentasi Wawancara 

1. Bagaimana Bapak / Ibu, menilai efektivitas Komisi  Yudisial saat ini dalam 

menjalankan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim, khususnya 

terkait dengan indikasi korupsi? 

2. Menurut Bapak / Ibu, sejauh mana UU No. 18 Tahun 2011 dan KEPPH 

membantu atau justru membatasi tugas Komisi Yudisial dalam mengawasi 

hakim? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi ketika rekomendasi Komisi Yudisial tidak 

ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung? 

4. Apakah Komisi Yudisial menghadapi keterbatasan akses terhadap 

informasi penting seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara 

(LHKPN) atau data keuangan hakim? 

5. Bagaimana tanggapan atau persepsi para hakim ketika diperiksa oleh 

Komisi Yudisial ?  

6. Apakah Komisi Yudisial memiliki sistem pemantauan atau tindak lanjut 

terhadap rekomendasi etik yang dikirim ke Mahkamah Agung? 

7. Bagaimana tindak lanjut Komisi Yudisial terhadap kasus  yang menjadi 

perhatian publik ? Apakah  ada  perbedaan penanganan antara kasus viral 

dan tidak viral ? 

8. Apakah Komisi Yudisial sedang atau pernah mendorong revisi UU agar 

Komisi Yudisial memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi langsung? 

9. Bagaimana peran teknologi, seperti sistem e-Lapor, dalam mendukung 

pengawasan hakim saat ini? 

10. Apa strategi jangka panjang Komisi Yudisial untuk meningkatkan 

kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan melalui fungsi 

pengawasan etik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

 

  



 
 

  
 

Lampiran Dokumentasi Wawancara : 
 

Gambar 1 Wawancara pengambilan data penelitian dengan Narasumber 

 

1. Darpitaning Wulansari Akhiryawati, S.H., M.Ap. 

 

2. Raden Muhammad Yusri Ali, S.H. 



 
 

  
 

Gambar 2 Wawancara pengambilan data penelitian dengan Narasumber 

 

1. Muhammad Zaki Mubarak, S.H. 

 

2. Raffly Fadilla, S.H. 

 

3. Bulan Majid Mulyaningrum, S.H. 

 

4. Monica Jully Wulandari, S.H. 



 
 

  
 

 



 

 
 

 

 


